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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah berjalan 17 tahun pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia
dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang efektif
berlaku per Januari tahun 2001. Undang-Undang tersebut dalam
perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut,
“Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan’. Hal ini
menandai dimulainya era pembangunan secara mandiri. Urusan pemerintah
pusat diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan,

pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan

! Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



